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ABSTRAK 

 

GUSTI NAZLA AUREADITHA. NPM.18810417. 2022.TINJAUAN SISTEM 
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TEMPAT OLEH ANGGOTA KEPOLISIAN TERHADAP PELAKU KEJAHATAN. Skripsi. 

Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. 

Pembimbing I Dadin Eka Saputra, S.H., M.Hum. Pembimbing II M. Rosyid Ridho, S.H.I., 

M.H. 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan hukum tentang kewenangan 

anggota kepolisian dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian 

Negara Republik Indonesia dan untuk mengetahui kedudukan hukum tembak ditempat oleh 

anggota kepolisian terhadap pelaku kejahatan ditinjau dari sistem peradilan pidana 

Indonesia. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian 

hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu 

bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum 

ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan 

mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian Kewenangan polisi 

secara etimologis dan aksiologis, penegakan dijalankan untuk menjaga, mengawal dan 

mengantar hukum agar tetap tegak searah dengan tujuan hukum dan tidak dilanggar oleh 

siapapun. Kegiatan penegakan hukum merupakan tindakan penerapan hukum terhadap 

setiap orang yang perbuatannya menyimpang dan bertentangan dengan norma hukum. 

Artinya hukum diberlakukan bagi siapa saja dan pemberlakuannya sesuai dengan 

mekanisme dan cara dalam sistem penegakan hukum yang telah ada. Berdasarkan Pasal 17 

Undang-Undang No 2 Tahun 2002 ditentukan bahwa pejabat Kepolisian Negara Republik 

Indonesia menjalankan tugas dan wewenangnya di seluruh wilayah Negara Republik 

Indonesia, khususnya di daerah hukum pejabat yang bersangkutan ditugaskan sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan. Dalam Undang- Undang ini secara tegas 

dinyatakan bahwa kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu melakukan 

penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara 

pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Pelaksanaan penggunaan kewenangan 

tembak ditempat terhadap pelaku kejahatan dalam tindakan kepolisian harus dilakukan 

dengan cara yang tidak bertentangan dengan aturan hukum, selaras dengan kewajiban 

hukum dan tetap menghormati atau menjunjung tinggi hak asasi manusia. Sebelum 

menggunakan kekuatan, terutama senjata api, terlebih dahulu polisi harus menggunakan 

cara-cara lain. Penggunaan senjata api hanya diperbolehkan dalam kondisi yang memang 

benar-benar dibutuhkan. prosedur penggunaan senjata api oleh petugas Polisi dalam hal ini 

penyidik maupun penyelidik harus sesuai dengan peraturan yang ada Kewenangantembak 



 
 

 
 

ditempat oleh anggota kepolisian terhadap pelaku kejahatan  diatur dalamUndang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu Pasal 15 ayat 

(2) huruf k disebutkan bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan lainnya berwenang melaksanakan kewenangan lain yang 

termasuk dalam lingkup tugas kepolisian”.  
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